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RINGKASAN

Industri penambangan batubara tentu tidak lepas dari dampak lingkungan. Penambangan
batubara disatu sisi mendatangkan manfaat dari segi ekonomi, tetapi disisi lain dapat
menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, yang erat kaitannya dengan degradasi
lahan, khususnya Nusa Tenggara Barat yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan
terjadinya erosi. Kegiatan reklamasi tambang dan pascatambang harus direncanakan
dengan hati-hati agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan
masyarakat di sekitar tambang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-
empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelifian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian
hukum yang menggunakan data primer.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Kepatuhan penempatan jaminan reklamasi
dan pascatambang oleh perusahaan Izin Usaha Pertambangan (TUP) di Nusa Tenggara
Barat masih sangat rendah. Bulan juni 2018, dari total 2.5789 IUP yang tercatat di 32
Provinsi masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh terhadap kewajiban penempatan dana
jaminan reklamasi, atau sekitar 60% dari total TUP yang ada termasuk salah satunya adalah
di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdapat 16 perusahaan tidak
memenuhi jaminan reklamasi pasca tambang. Beroperasinya [UP yang tidak menempatkan
dana jaminan reklamasi dan pascatambang adalah potret buruknya proses perizinan dan
lemahnya sistem pengawasan di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebutpun membuat
perusahaan yang scara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar kegiatan
pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan mendaptkan izin, bahkan terus leluasa
menjalankan kegiatan operasinya. Padahal, tidak adanya penetapan reklamasi dan
pascatambang di Nusa Tenggara Barat membuat pemegang IUP tersebut berstatus CnC,
yang otomatis kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada status CnC diperolehnya atau
Justru IUP tersebut harus dicabut.

Kata Kunci: Reklamasi. Pasca Tambang. Nusa Tenggara Barat
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SUMMARY

The coal mining industry is certainly not free from environmental impacts. Coal mining on
one hand brings economic benefits, but on the other hand it can cause various
environmental problems, which are closely related to land degradation, especially in West
Nusa Tenggara which is not reciaimed so that it results in erosion. Mining and post-mining
reclamation activities must be approved by caution so that the land can be used optimally
by the governiment and the community around the mine.

The research method used in this study is normative-empirical legal research. This research
is a combination of normative legal research and empirical legal research. Normative legal

research is legal research that uses secondary data, whereas empirical legal research is legal
research that uses primary data.

Based on this research, it can be concluded that the compliance with reclamation and post-
mining collateral by the Mining Business License (IUP) in West Nusa Tenggara is still
very low. In June 2018, out of a total of 2,5789 IUPs received in 32 Provinces, including
1,569 TUPs that were not yet compliant with those requiring Reclamation funds, or about
60% of the total IUPs including one available in West Nusa Tenggara Province. West Nusa
Tenggara, including 16 companies, do not meet the post-mining reclamation guarantee.
The operation of an TUP that does not place Licensing and post-mining funds is a bad
process of licensing and a weak supervision system in West Nusa Tenggara. That also
makes companies that carry out procedures that have violated the rules and standards of
mining activities left to pass just like that and get a permit, even continue to freely operate
its operations. In fact, it does not have the right penetration and post-mining in West Nusa
Tenggara makes this TUP status CnC, whose activities must also be automatically stopped,
until there is CnC status that the IUP is obtained or amended must be revoked.

Keywords: Reclamation. Post Mining. West Nusa Tenggara



PRAKATA

Penelitian tentang Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pascatambang Dalam
Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat ini terselenggara atas pendanaan yang
bersumber dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)
Universitas Tarumanagara. Terlaksananya kegiatan penelitian ini tentu atas bantuan
berbagai pthak. Untuk itu seluruh peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pthak
yang telah memberikan bantuannya. Peneliti juga menyadari bahwa terdapat kelemahan
dalam penelitian ini, sehingga saran untuk perbaikan hasil penelitian ini sangat diharapkan.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 23 Desember 2019
Ketoa Tim
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Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.



...................................................

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR ISI

.......................................................

i

3%

vi

13

27

30

68

Vi




Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pascatambang Dalam
Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat

Qleh:
Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H.

Ade Adhari, S.H.,M.H.
Luthfi Marfungah, S.H., M.H.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sumber daya alam khusunya sumber daya alam tak terbaharukan
(depletable)! sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah
sepatutnya dijaga, dikelola dan dilestarikan. Sumber daya alam sebagai

salah satu modal penggerak pembangunan ekonomi nasional,? haruslah

! Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkun gan, {Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2004), Hal. 63

2 Sumber daya alam sebagai salah satu modal penggerak pembangunan ekonomi nasional dibuktikan
dengan adanya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Pertambangan Mineral
dan Batubara (Minerba) hingga pertengahan November 2018 yang mencapai Rp.41.02 triliun.
Adapun besaran untuk sejumiah royalty mencapai kisaran Rp.24.5 triliun, penjualan hasil tambang
Rp.16 Triliun serta iuran tetap sekitar Rp.0,5 Triliun. Sampai akhir tahun 2018, diprediksi oleh
PNBP bisa mencapai 43 Triliun dari yang ditargetkan Rp.32,1 Triliun, Bunga Adi Miryanti,
“Pertengahan November 2018, PNBP Minerba Capai Rp.41 Triliun”, pada tanggal 15 November
2018, Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang diunggah melalui
website  hitps://www.esdim.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertengahan-november-2018-pnbp-
minerba-capai-rp-41-triliun. diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 20.01 WIB,

Selain itn bukti lain dari adanya sumber daya alam sebagai modal penggerak ekonomi nasional
dibuktikan dengan adanya kebijakan menganai pembangunan tata kelola sumber daya alam yang
dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Keputusan Presiden tersebut
disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Mei 2015, dengan menunjuk Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional




BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Pengimplementasi peraturan di bidang reklamasi dan pascatambang
dalam kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat

Kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang oleh
perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Nusa Tenggara Barat
masih sangat rendah. Bulan juni 2018, dari total 2.5789 IUP yang
tercatat di 32 Provinsi masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh
terhadap kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi, atau sekitar
60% dari total TUP yang ada termasuk salah satunya adalah di Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdapat 16 perusahaan
tidak memenuhi jaminan reklamasi pasca tambang. Dengan demonian
pada prinsipnya menunjukan adanya aspek tata kelola didalam
pertambangan yang di hadapkan permaslaahan serius. Permasalahan ini
berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Beroperasinya IUP
yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang
adalah potret buruknya proses perizinan dan lemahnya sistem
pengawasan di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebutpun membuat
perusahaan yang scara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar
kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan mendaptkan
izin, bahkan terus leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Padahal,

tidak adanya penetapan reklamasi dan pascatambang di Nusa Tenggara
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Barat membuat pemegang IUP tersebut berstatus CnC, yang otomatis
kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada status CnC diperolehnya

atau justru IUP tersebut harus dicabut.

Saran

Dengan adanya pengimplementasi peraturan di bidang reklamasi
dan pascatambang dalam kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat
belum terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan penerbitan secara
tegas terhadap IUP di Nusa Tenggara Barat yang belum mendapatkan
jaminan reklamasi dan pascatambang. Pun dalam hal ini pemerintah
perlu  menertibkan (diantaranya melalui surat peringatan dan
pencabutan) IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklmasi dan
pascatambang sebagai langkah penegakan hukum jelas. Tidak hanya
itu, Ditjen Minerba juga perlu meminta Gubernur untuk tidak
memberikan pelayanan kepada IUP yang belum mendapatkan jaminan
reklmasi dan/atau jaminan pascatambang. Tindak pidana terhadap
pelanggaran di lingkungan tambang juga perlu ditetapkan oleh
Pemerintah, salah satunya dengan menyusun kebijakan terkait
penerapan disinsentif berupa denda kepada pelaku usaha yang lalai
dalam memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Penerapan
sanksi juga perlu didukung dengan meningkatkan kinerja pemerintah
dalam mengevaluasi tahapan reklmasi dan pascatambang agar pelaku

usaha tidak hanya menaruh dana jaminan, namun juga tetap
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menjalankan komitmennya sesuai dengan rencana (good mining
practices).

Selain itu perlu adanya perbaikan sistem perizinan berbasis
pengetatan standar regulasi. Perbaikan sistem perizinan didorong
melalui upaya pengtatan standard an regulasi terhadap para pemohon
IUP. Upaya tersebut dapat dipastikan dengan penelusuran yang
mendalam (dwe diligence) dalam proses penilaian, sebelum izin
dilakukan. Langah tersebut dilakukan agar para pemohon IUP yang
tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat pokok tidak dapat lolos
untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga kegiatan

reklamasi dan pascatambang dapat diberlakukan dengan baik.
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